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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia terdapat berbagai badan usaha baik itu badan 

usaha tidak berbadan hukum maupun badan usaha berbadan 

hukum. Beberapa bentuk badan usaha tidak berbadan hukum 

yaitu Firma dan Persekutuan Komanditer (CV) sedangkan bentuk 

badan usaha berbadan hukum antara lain yaitu Yayasan dan 

Perseroan Terbatas.  

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan 

usaha berbadan hukum yang cukup banyak di gunakan di 

Indonesia. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut 

Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan 

modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan 

usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham 

dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-

Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.1 Pengaturan hukum 

mengenai Perseoran Terbatas diatur dalam Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas (selanjutnnya disingkat UU No. 40 Tahun 2007). Pada 

 
1 Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4756. 
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awalnya Perseroan Terbatas diatur didalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 lalu dikeluarkan 

lah Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 untuk 

menggantikannya namun setelah adanya UU No. 40 Tahun 2007 

kedua peraturan tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku lagi. 

Setiap Perseroan Terbatas haruslah memuat maksud dan 

tujuan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 UU No. 40 

Tahun 2007 yang mana berbunyi Perseroan harus mempunyai 

maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban 

umum, dan/atau kesusilaan.2 Maksud dan tujuan perseroan 

Terbatas dicantumkan didalam anggaran dasar Perseroan 

Terbatas.  

Anggaran dasar itu pada dasarnya merupakan aturan-

aturan yang mengatur bagaimana aturan permainan dalam suatu 

persekutuan. Anggaran dasar perseroan terbatas sekurang-

kurangnya memuat: 

a. nama dan tempat kedudukan Perseroan Terbatas. 

b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Terbatas 

yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

c. jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas. 

 
2 Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas Pasal 2, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756. 
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d. besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, 

dan modal yang disetorkan. 

e. jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut 

jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat 

pada setiap saham, dan nilai dominal setiap saham. 

f. susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris. 

g. penetapan tempat dan tata cara penyelesaian Rapat Umum 

Pemegang Saham. 

h. tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan 

pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris. 

i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen; dan 

j. ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-Undang ini.3  

Anggaran dasar Perseroan Terbatas dapat dilakukan 

perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan Perseroan 

Terbatas. Perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas hanya 

dapat dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Kentuan 

yang menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar Perseroan 

Terbatas ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham 

ditegaskan pada Pasal 19 UU No. 40 Tahun 2007 yang bunyi: 

(1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS. 

(2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib 

dicantumkan dengan jelas dalam panggilan Rapat 

Umum Pemegang Saham.4 

Dapat disimpulkan bahwasannya untuk mengubah suatu 

anggaran dasar Perseroan Terbatas tidak serta-merta dilakukan 

 
3 Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Jala Permata 

Aksara, 2018 hlm.30. 
4 Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas Pasal 19, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756. 
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seketika jika diinginkan pengurus Perseroan Terbatas melainkan 

harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham serta acara 

perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas tersebut juga 

harus dinyatakan dengan jelas dalam pemanggilan Rapat Umum 

Pemegang Saham. 

  Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2007 dan 

ditegaskan lagi dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 2007, 

Perseroan Terbatas mempunyai tiga organ yang terdiri atas Rapat 

Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Menurut 

hukum, Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ Perseroan 

Terbatas yang tidak dapat dipisahkan dari Perseroan Terbatas.5 

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dalam 

Perseroan Terbatas akan selalu menghasilkan risalah rapat, yang 

berisikan mengenai catatan segala hasil rapat berupa peristiwa, 

keterangan atau hal-hal yang dibicarakan maupun keputusan 

yang telah ditentukan pada saat penyelenggaraan Rapat Umum 

Pemegang Saham tersebut.6 Setelah Rapat Umum Pemegang 

Saham untuk melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan 

Terbatas dilakukan maka perubahan tersebut harus dinyatakan 

 
5 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, 

2019, hlm. 306. 
6 Muhammad Iqbal Fauzan, 2020, “Keabsahan Berita Acara Rapat Umum 

Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan 

Pewarisan Saham Perseroan Terbatas”, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum 

Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Volume 3 Nomor 2 Juni 2020, hlm. 308. 
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dalam akta Notaris. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (4) UU 

No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi (4) Perubahan anggaran dasar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau 

dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.7 

Perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas secara tegas 

diwajibkan oleh UU No. 40 Tahun 2007 untuk dibuat dalam akta 

Notaris.  

  Walaupun harus dibuat dengan akta Notaris, risalah Rapat 

Umum Pemegang Saham dapat dibuat dalam bentuk dibawah 

tangan atau dalam praktik sering pula disebut sebagai berita 

acara Rapat Umum Pemegang Saham dibawah tangan dengan 

ketentuan nantinya harus tetap dibuat dalam akta Notaris. Risalah 

Rapat Umum Pemegang Saham boleh dibuat dalam bentuk 

dibawah tangan, namun dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham 

memutuskan perubahan Anggaran Dasar, risalah bawah tangan 

tersebut harus dinyatakan dalam bentuk akta Notaris selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terhitung tanggal keputusan 

Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 21 

ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007.8 Dengan demikian, dapat diartikan 

 
7 Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas Pasal 21 ayat (4), Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4756. 
8 Habib Adjie, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung: PT. Refika Aditama, 

2015, hlm. 123. 
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risalah Rapat Umum Pemegang Saham dapat dibuat secara bawah 

tangan namun dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 

hari risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang memuat 

perubahan anggaran dasar tersebut harus sudah dibuat dalam 

bentuk akta Notaris. 

  Jika dilihat pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 yang 

mewajibkan perubahan anggaran dasar dibuat dalam akta Notaris 

maka Notaris memiliki peran penting dalam pembuatan akta 

Rapat Umum Pemegang Saham. Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 

(selanjutnya disingkat UU No.2 Tahun 2014) mendefiniskan Notaris 

adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-

undang lainnya.9 Notaris memiliki kewenangan membuat akta 

autentik serta kewenangan lain yang dapat diberikan oleh 

undang-undang selain UU No. 2 Tahun 2014 salah satunya UU No. 

40 Tahun 2007 yaitu membuat akta perubahan anggaran dasar. 

 Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta autentik. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 2 Tahun 2014, Akta Notaris 

 
9 Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan 

Notaris Pasal 1 angka 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491. 
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adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris 

menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-

Undang.10 Selanjutnya akta autentik dibedakan menjadi dua jenis 

yaitu akta autentik yang dibuat oleh pejabat dan akta autentik 

yang dibuat oleh para pihak. Akta autentik dibuat oleh pejabat 

merupakan akta yang telah dibuat oleh pejabat (dalam 

jabatannya), atas segala apa yang dilihatnya, didengarnya dan 

disaksikannya. Sedangkan akta autentik yang dibuat para pihak 

merupakan akta autentik yang dibuat para pihak dan dinyatakan 

di depan pejabat yang berwenang.11 Terhadap perbedaan pada 

kedua jenis akta autentik ini dimana akta pejabat yaitu akta yang 

dilihatnya, didengarnya dan disaksikannya sedangkan pada akta 

pihak bukan didasarkan pada dilihat, didengar dan disaksikan 

oleh Notaris melainkan didasarkan pada uraian atau keterangan 

yang diceritakan penghadap di hadapan Notaris. 

 Dalam UU No. 40 Tahun 2007, Risalah Rapat yang dibuat 

tanpa kehadiran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

diperbolehkan, hal ini terdapat dalam Pasal 90 UU No. 40 Tahun 

2007 yang menyebutkan bahwa Risalah Rapat tersebut wajib 

dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 

 
10 Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2014 Tentang 

Jabatan Notaris Pasal 1 angka 7, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491. 
11 Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan 

Notaris, Bentuk dan Minuta Akta), Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 25. 
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(satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta 

Rapat Umum Pemegang Saham. Risalah Rapat dibuat oleh para 

pemegang saham dan dituangkan dalam suatu akta Autentik yang 

dibuat dihadapan Notaris yang kemudian Akta tersebut dapat 

dikatakan sebagai akta PKR.12 Dalam praktik, umumnya penerima 

kuasa dari para pemegang saham, misalnya Direksi akan 

menghadap kepada Notaris dan menyatakan hasil keputusan 

Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana risalah Rapat Umum 

Pemegang Saham bawah tangan ke dalam suatu akta Notaris.13 

Jika didalam risalah rapat itu memuat perubahaan anggaran dasar 

setelah dibuat dalam akta Notaris maka Notaris juga harus 

mengajukan persetujuan maupun pemberitahuan perubahan 

anggaran dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. 

 Dalam membuat akta risalah Rapat Umum Pemegang 

Saham yang membuat perubahan anggaran dasar dibawa tangan 

maka Notaris tidaklah hadir pada saat rapat dilaksanakan 

melainkan Notaris berhadapan dengan penghadap yang telah 

diberi kuasa dalam rapat untuk dibuatkan akta perubahan 

anggaran dasar. Yang menjadi dasar Notaris dalam membuat akta 

tersebut ialah risalah rapat bawah tangan yang dibawah oleh 

 
12 Muhammad Iqbal Fauzan. Op. Cit., hlm. 308. 
13 Salim HS, Op. Cit.., hlm. 124. 
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penghadap. Hal ini tentu saja tidak menutup kemungkinan bisa 

saja risalah rapat bawah tangan itu telah dilakukan perubahan-

perubahan atau bahkan dipalsukan oleh penghadap sehingga 

tidak sama lagi dengan keputusan pada saat Rapat Umum 

Pemegang Saham dilakukan. Setelah dibuatkan akta perubahaan 

anggaran dasar Notaris juga harus mengajukan permohonan 

persetujuan maupun pemberitahuan perubahan anggaran dasar 

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kejadian Notaris 

membuat akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran 

dasar Perseroan Terbatas yang di dasarkan kepada risalah rapat 

umum pemegang saham yang dipalsukan oleh penghadap pernah 

di alami oleh seorang Notaris di kota Palu Sulawesi Tengah 

berinisial C yang mana dia dimintakan pertanggungjawabnya 

terhadap akta pernyataan keputusan rapat Rapat Umum 

Pemegang Saham sebuah Perseroan Terbatas berinisial PT. BP. 

Dengan demikian menjadi pertanyaan apakah Notaris tersebut 

dapat ikut dipersalahkah dan bagaimana akibat hukum terhadap 

akta tersebut serta adakah upaya-upaya tindakan mencegahan 

pemalsuan oleh penghadap bagi Notaris terhadap pembuatan 

akta pernyataan keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan 

Terbatas yang didasarkan pada berita Rapat Umum Pemegang 

Saham yang disampaikan oleh penghadap. 
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Berdasarkan inilah dilakukan penelitian dengan judul 

akibat dan pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap akta 

pernyataan keputusan rapat Perseroan Terbatas berdasarkan 

risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dipalsukan 

penghadap. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis akan 

mengkaji beberapa permasalahan dalam penelitian ini: 

1. Bagaimana akibat hukum akta pernyataan keputusan rapat 

perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang dibuat 

oleh Notaris berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang 

Saham yang dipalsukan oleh penghadap? 

2. Bagaimana tanggungjawab hukum Notaris terhadap akta 

pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar 

Perseroan Terbatas yang dibuatnya berdasarkan risalah Rapat 

Umum Pemegang Saham yang palsukan oleh penghadap?  

3. Bagaimana tindakan pencegahan oleh Notaris terhadap 

pemalsuan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang 

disampaikan oleh penghadap dalam membuat akta 

pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar 

Perseroan Terbatas? 
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4. Bagaimana seharusnya pengaturan hukum pembuatan akta 

pernyataan keputusan rapat Perseroan Terbatas berdasarkan 

risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dipalsukan 

penghadap? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk menganalisis akibat hukum akta perubahan anggaran 

dasar Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris 

berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang 

dipalsukan oleh penghadap. 

b. Untuk menganalisis tanggungjawab hukum Notaris terhadap 

akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang 

dibuatnya berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham 

yang palsukan oleh penghadap. 

c. Untuk menganalisis tindakan pencegahan oleh Notaris 

terhadap pemalsuan risalah Rapat Umum Pemegang Saham 

yang disampaikan oleh penghadap dalam membuat akta 

pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar 

Perseroan Terbatas. 

d. Untuk menganalisis seharusnya pengaturan hukum 

pembuatan akta pernyataan keputusan rapat Perseroan 
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Terbatas berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham 

yang dipalsukan penghadap. 

2. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 

a. Manfaat Teoritik 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah 

dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang 

hukum kenotariatan mengenai akibat hukum akta pernyataan 

keputusan rapat perubahan anggaran dasar Perseroan 

Terbatas yang dibuat oleh Notaris berdasarkan risalah Rapat 

Umum Pemegang Saham yang dipalsukan oleh penghadap, 

tanggungjawab hukum Notaris terhadap akta pernyataan 

keputusan rapat perubahan anggaran dasar Perseroan 

Terbatas yang dibuatnya berdasarkan risalah Rapat Umum 

Pemegang Saham yang palsukan oleh penghadap, tindakan 

pencegahan oleh Notaris terhadap pemalsuan risalah Rapat 

Umum Pemegang Saham yang disampaikan oleh penghadap 

dalam membuat akta pernyataan keputusan rapat perubahan 

anggaran dasar Perseroan Terbatas dan seharusnya 

pengaturan hukum pembuatan akta pernyataan keputusan 

rapat Perseroan Terbatas berdasarkan risalah Rapat Umum 

Pemegang Saham yang dipalsukan penghadap. 
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b. Manfaat Praktik 

1) Notaris 

Diharapkan dengan adanya tesis ini dapat memberikan 

pengetahuan dan pemahaman kepada Notaris dalam 

praktik dunia kerja terutama dalam hal pembuatan akta 

pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar 

Perseroan Terbatas. 

2) Perseroan Terbatas 

Diharapkan dengan adanya tesis ini dapat membantu 

Perseroan Terbatas mengetahui hak dan kewajibannya 

ketika akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham 

bekaitan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan 

Terbatas.  

3) Masyarakat 

Diharapkan dengan adanya tesis ini dapat dijadikan 

referensi oleh masyarakat dalam mempelajari 

permasalahan yang diteliti.  

 

D. Kerangka Teori 

 Kerangka teori adalah identifikasi teori-teori yang 

dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu 
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penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka 

referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji 

permasalahan.14 Maka penulis memasukan beberapa teori yang 

akan digunakan untuk mendukung penelitian ini: 

1. Grand Theory 

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teori kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian 

hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang 

berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa 

putusan dapat dilaksanakan.15 Menurut Utrect, teori kepastian 

hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan 

yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan 

yang boleh atau tidak dilakukan dan kedua berupa keamanan 

hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena 

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui 

apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara 

terhadap individu.16  

Keterkaitan teori kepastian hukum dengan penelitian ini ialah 

bahwa UU No. 40 Tahun 2007 memperbolehkan suatu risalah 

 
14 Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode&Praktik Penulisan 

Artikel, Yogyakarta: Mirra Buana Media 2020, hlm. 285. 
15 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 

2007, hlm. 160. 
16 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Penerbit 

Citra Aditya Bakti, 1999, hal 23. 



15 
 

 
 

Rapat Umum Pemegang Saham dibuat secara di bawah tangan lalu 

dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari risalah 

Rapat Umum Pemegang Saham yang memuat perubahan 

anggaran dasar tersebut harus sudah dibuat dalam bentuk akta 

Notaris yang disebut dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat, 

dengan mengkaitkan teori kepastian hukum dengan permasalah 

diatas maka dapat membantu untuk mengetahui sejauh mana 

pertanggungjawab Notaris terhadap akta Pernyataan Keputusan 

Rapat serta dapat membantu mengetahui bagaimana akibat 

hukum akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran 

dasar Perseroan Terbatas yang dibuat berdasarkan risalah Rapat 

Umum Pemegang Saham yang dipalsukan penghadap. Untuk 

menentukan pula bagaimana seharusnya pengatur hukum 

terhadapat membuatan akta pernyataan keputusan rapat. 

2. Middle Range Theory 

Middle Range Theory yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teori jabatan. Menurut E. Utrect bahwa jabatan Ambt ialah 

suatu lingkungan tetap yang diadakan dan dilakukan guna 

kepentingan negara atau kepentingan umum.17 Di Indonesia ada 

3 (tiga) jabatan yang dikualifikasikan sebagai pejabat umum, yaitu 

Notaris, PPAT dan Pejabat Lelang. Ketiga jabatan tersebut 

 
17 Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris 

dalam Pembuatan Akta, 2011, Bandung: CV. Mandar Jaya, hlm. 41. 
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mempunyai kewenangan masing-masing sesuai dengan aturan 

perundang-undangan yang mengatur jabatan tersebut. Semua 

produk (akta maupun lainnya) atau tindakan hukum lainnya akan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika dilakukan 

sesuai kewenangannya.18 

Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai 

karakteristik yaitu: 

a. Sebagai jabatan 

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di 

bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya 

aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang 

mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala 

sesuatu yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia 

harus mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris. 

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang 

diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai 

jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas 

yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan 

dan fungsi tertentu (kewenagan tertentu) serta bersifat 

berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan 

tetap.19 

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu 

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus 

dilandasi aturan hukumnya sebagai Batasan agar jabatan 

dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan 

dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian 

jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan 

di luar wewenang yang telah di tentukan, dapat 

dikatagorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. 

Wewenang Notaris dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), 

(2), dan (3) UU No. 2 Tahun 2014.20 

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah 

 
18 Habib Adjie, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia, Surabaya: 

PT Refika Aditama, 2015, hlm. 14. 
19 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris 

Sebagai Pejabat Publik, Bandung: PT Refika Aditama, 2013, hlm. 32-33. 
20 Ibid., hlm. 33. 
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Pasal 2 UU No. 30 Tahun 2004 menentukan bahwa Notaris 

diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal 

ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 

angka 14 UU No. 2 Tahun 2014). Notaris meskipun secara 

administratif diangkat dan diberhentikan oleh 

pemerintah, tidak berate Notaris menjadi subordinasi 

(bawahan) dari yang mengangkatnya, pemerintah. 

Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas 

jabatannya bersifat mandiri (autonomous), tidak 

memihak siapapun (impartial), tidak tergantung kepada 

siapa pun (independent) yang berarti dalam menjalankan 

jabatan tidak dapat dicampuri oleh pihak yang 

mengangkatnya atau oleh pihak lain.21 

d. Tidak menerima gaji atau pension dari yang 

mengangkatnya 

Notaris meskipun menerima diangkat dan diberhentikan 

oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji dan pension 

dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium 

dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat 

memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang 

tidak mampu.22 

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat 

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) 

autentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris 

mempunyai tanggungjawab untuk melayani masyarakat 

yang dapat menggugat secara perdata, menuntut biaya, 

ganti rugi, dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat 

dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum 

yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas 

Notaris kepada masyarakat.23 

 

Keterkaitan teori jabatan dalam penelitian ini untuk 

membahas tentang Jabatan Notaris yang diberikan wewenang 

oleh negara berkaitan dengan pembuatan akta pernyataan 

keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan 

membantu mencari tahu adakah tindakan pencegahan bagi 

 
21 Ibid., hlm. 35. 
22 Ibid., hlm. 36. 
23 Ibid. 
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jabatan Notaris terhadap pemalsuan risalah Rapat Umum 

Pemegang Saham yang disampaikan penghadap dalam 

membuat akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran 

dasar Perseroan Terbatas. 

3. Applied Theory 

Applied Theory yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah terori badan hukum dan teori tanggungjawab hukum.  

a. Teori Badan Hukum 

Beberapa teori mengenai hakikat badan hukum, 

diantaranya teori fiksi, teori realistic, teori kontrak dan teori 

organ. Teori fiksi disebut juga sebagai teori entitas (entity theory) 

yang mana pokok-pokok yang dikemukahkan dalam teori ini 

adalah Perseroan Terbatas merupakan organisme yang 

mempunyai hukum yang terpisah dari anggotanya atau 

pemiliknya, oleh karena itu Perseroan Terbatas adalah badan 

hukum buatan melalui proses hukum, dengan demikian pada 

dasarnya bersifat fiktif. Kelahirannya semata-mata melalui 

persetujuan Pemerintah dalam bentuk fiat atau approval atau 

consensus of the government.24  

Menurut teori realistik Perseroan Terbatas sebagai grup 

atau kelompok dimana kegiatan dan aktivitas kelompok itu 

 
24 Yahya Harahap., Op.Cit., hlm.54. 
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“diakui hukum terpisah” dari kegiatan dan aktivitas individu 

kelompok yang terlibat dalam Perseroan Terbatas.25 

Teori kontrak mengatakan Perseroan Terbatas sebagai 

badan hukum dianggap merupakan kontrak antara anggota-

anggotanya pada satu segi, dan antara anggota-anggota 

Perseroan Terbatas yakni pemegang saham dengan Pemerintah 

pada segi lainnya.26 

Teori organ dikemukahkan oleh Van Gierkie yang 

berpendapat Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah 

realita sesungguhnya, yang sama halnya dengan sifat 

kepribadian manusia. Sebab seperti halnya personalitas 

manusia, Perseroan sebagai badan hukum juga mempunyai 

maksud, tujuan, dan kehendak seperti manusia.27 

Keterkaitan teori badan hukum dalam penelitian ini adalah 

untuk membantu menjelaskan akibat hukum terhadap akta 

pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar 

Perseroan Terbatas yang merupakan badan hukum. 

b. Teori Tanggungjawab Hukum 

Setiap tindakan atau perbuatan tidak terlepas dari apa 

yang dinamakan tanggungjawab. Pada dasarnya segala sesuatu 

yang dikerjakan seseorang baik dengan sengaja maupun tidak 

 
25 Ibid. 
26 Ibid., hlm. 56. 
27 Ibid., hlm. 57. 
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sengaja, pada dasarnya dapat dimintakan tanggungjawab dan 

tanggunggugat, terlebih lagi yang berkaitan dengan tugas dan 

kewajiban dari seorang profesi hukum, seperti jabatan notaris, 

tanggunggugat merupakan prinsip proposionalisme dan 

sebagai wujud komitmen notaris terhadap pelaksanaan tugas 

dan jabatannya.28 

Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 

(empat) macam yaitu: 

1) Pertanggungjawaban individu yaitu 

pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap 

pelanggaran yang dilakukannya sendiri  

2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang 

individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran 

yang dilakukan oleh orang lain 

3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang 

berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab 

atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja 

dan diperkirakan dengan tujuan menimbukan 

kerugian. 

4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa 

seorang individu bertanggung jawab atas 

pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja 

dan tidak diperkirakan.29 

 

Teori tanggungjawab hukum dalam penelitian ini 

diperlukan untuk menjelaskan tanggungjawab hukum Notaris 

berkaitan dengan akta yang dibuatnya khususnya akta 

pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar 

 
28 Syarifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertangggungjawaban 

Notaris Dalam Pembuatan Akta, Bandung: Mandar Maju, 2022, hlm. 13. 
29 Putu Vera Purnama Diana, Pertanggung Jawaban Notaris Dalam 

Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak, Jurnal Ilmiah 

Prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2016 -2017, hlm. 164. 
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Perseroan Terbatas yang dibuat berdasarkan risalah Rapat 

Umum Pemegang Saham yang dipalsukan penghadap. 

E. Kerangka Konseptual  

Kerangka konseptual bertujuan untuk menghindari 

perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan 

dalam tesis ini, oleh sebab itu dibuatlah beberapa definisi dan 

konsep yang akan digunakan sehubungan dengan tesis ini yaitu: 

1. Perseroan Terbatas 

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, 

adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, 

didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha 

dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham 

dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-

Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.30 Istilah 

Perseroan pada Perseroan Terbatas menunjuk pada cara 

penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-

sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada 

batas tanggung jawab para pesero atau pemegang saham, 

 
30 Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4756. 



22 
 

 
 

yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua 

saham-saham yang dimiliki.31 

Perseoran Terbatas adalah persekutuan yang berbentuk 

badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan 

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 

seluruhnya terbagi dalam atas saham-saham. 

2. Notaris 

Didalam Pasal 1 angka 1 UU No.2 Tahun 2014 

mendefiniskan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang 

untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini 

atau berdasarkan undang-undang lainnya.32  

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam UU No. 2 Tahun 2014 atau 

berdasarkan undang-undang lainnya 

3. Anggaran Dasar 

Anggaran Dasar Perseroan (Article of 

Association/Incorporation) merupakan “piagam” atau charter 

 
31 C.S.T.Kansil, Seluk Beluk Perseroan Terbatas, Jakarta: Rineka Cipta, 

2009, hlm. 2. 
  32 Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2014 Tentang 

Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1, Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5491. 
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Perseroan. Boleh juga dikatakan merupakan “perjanjian” yang 

berisi ketentuan tertulis mengenai kekuasaan dan hak-hak 

yang dapat dilakukan pengurusan Perseroan. Anggaran Dasar 

merupakan dokumen yang berisi aturan internal dan 

pengurusan Perseroan.33 Anggaran dasar itu pada hakikatnya 

adalah aturan-aturan yang mengatur bagaimana aturan 

permainan dalam suatu persekutuan. Dalam garis besarnnya 

dalam anggaran dasar itu diatur mengenai: 

1) Nama dan tempat kedudukan; 

2) Jangka waktu berdirinya; 

3) Maksud dan tujuan; 

4) Tentang pedoman; 

5) Organ dan wewenang dari organ; 

6) Pembubaran; 

7) Dan ketentuan-ketentuan lain.34 

Anggaran Dasar adalah bagian dari akta pendirian 

Perseroan yang berisi aturan-aturan di dalam Perseroan 

pengurusan Perseroan yang paling tidak harus memuat 

ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007. 

4. Perubahan Anggaran Dasar 

Perubahan menurut Kamus Besar Bahasan Indonesia 

(KKBI) ialah hal (keadaan) berubah; peralihan; pertukaran. 

Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum 

 
33 M. Yahya Harahap, op.cit, hlm. 192. 
34 Rudhi Prasetya, Perseroan Terbatas Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2011, hlm.48. 
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Pemegang Saham. Acara mengenai perubahan anggaran 

dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam pemanggilan 

Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang 

Saham untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan 

jika dalam rapat paling sedikit 2/3 bagian (dua per tiga) 

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang 

hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan 

keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per 

tiga) bagian dari jumlah yang dikeluakan.35  

Perubahan Anggaran Dasar adalah berubahnya isi 

anggaran dasar perseroan yang hanya dapat dilakukan 

melalui Rapat Umum Pemegang Saham. 

5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat 

Akta terdiri terbagi mejadi akta dibawah tangan dan akta 

autentik, dalam penelitian ini yang dimaksud adalah akta 

autentik. Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat 

dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau 

di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat 

akta itu dibuat.36 Akta Autentik sebagai akta yang dibuat oleh 

notaris secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula 

 
35 Tuti Rastuti, Seluk Beluk Hukum Perusahaan Dan Hukum Perusahaan, 

2015, Bandung: Refika Aditama, hlm. 146. 
36 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868. 
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dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian.37 

Sedangkan didalam UU No. 2 Tahun 2014 Akta Notaris yang 

selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh 

atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang 

ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2014.38 

Risalah Rapat dibuat oleh para pemegang saham dan 

dituangkan dalam suatu akta Autentik yang dibuat dihadapan 

Notaris yang kemudian Akta tersebut dapat dikatakan sebagai 

akta PKR.39 

6. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham 

Risalah rapat memuat segala sesuatu yang dibicarakan 

dan diputuskan dalam setiap rapat.40 Risalah Rapat yang dibuat 

tanpa kehadiran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

tetap diperbolehkan terdapat dalam Pasal 90 UU No. 40 Tahun 

2007 yang menyebutkan bahwa Risalah Rapat tersebut wajib 

dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 

 
37 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif 

Hukum dan Etika, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 18. 
38 Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2014 Tentang 

Jabatan Notaris Pasal 1 angka (7), Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4432, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5491. 
39 Muhammad Iqbal Fauzan. 2020. Keabsahan Berita Acara Rapat Umum 

Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan 

Pewarisan Saham Perseroan Terbatas, Acta Diurnal, Volume 3, Nomor 2, Juni 

2020, hlm. 308. 
40 Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas Penjelasan Pasal 100, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4756. 
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1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh 

peserta Rapat Umum Pemegang Saham.41 

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham adalah risalah 

rapat yang dibuat tanpa kehadiran Notaris yang berisikan 

informasi mengenai hal-hal yang terjadi didalam rapat dan hal-

hal yang diputuskan dalam rapat. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode menurut Soerjono Soekanto, “merupakan alat 

mencapat tujuan yang akan dicapai oleh seorang peniliti.”42 

Sehingga dalam penulisan ini menggunaakan metode sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode 

penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian normatif 

pada asasnya merupakan penelitian hukum doktrial atau 

penelitian hukum teoritis. Disebut demikian karena pada 

penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis yakni 

menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan 

perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-

 
41 Muhammad Iqbal Fauzan. Op. Cit., Hlm. 308. 
42 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakartan: Universitas 

Indonesia, 2010, hlm. 5. 
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asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya 

ilmiah parah sarjana (doktrin).43 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, maka 

akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu: 44 

1) Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute 

approach) 

 Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan 

pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti 

berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus 

sentral suatu penelitian.45 Pendekatan peraturan perundang-

undangan (statute approach) adalah suatu pendekatan yang 

dilakukan terhadap berbagai aturan-aturan hukum yang 

berkaitan dengan  

2) Pendekatan Konseptual (conceptual approach) 

 Pendekatan Konseptual dilakukan manakala peneliti tidak 

beranjak dari aturan hukum yang ada, hal itu dilakukan karena 

memang belum ada atau tidak adanya aturan hukum untuk 

masalah yang dihadapi.46 Yaitu pendekatan yang digunakan 

 
43 Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan 

Artikel, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020, hlm.98. 
44 Johny Ibrahim, Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif, Malang, 

Jawa Timur: Banyuwangi Publising, 2007, hlm 300. 
45 Ibid., hlm 248. 
46 Irwansyah, op. Cit, hlm. 148.  
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untuk memahami konsep-konsep tentang akibat dan 

pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap akta 

pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar 

Perseroan Terbatas berdasarkan risalah rapat umum 

pemegang saham yang dipalsukan oleh penghadap dan 

tindakan pencegahan oleh Notaris terhadap pemalsuan risalah 

Rapat Umum Pemegang Saham yang disampaikan penghadap 

dalam membuat akta pernyataan keputusan rapat perubahan 

anggaran dasar Perseroan Terbatas serta seharusnya 

pengaturan hukum pembuatan akta pernyataan keputusan 

rapat Perseroan Terbatas berdasarkan risalah Rapat Umum 

Pemegang Saham yang dipalsukan penghadap. 

3) Pendekatan Pendekatan Futuristik (Futuristic Approach) 

 Futuristik memiliki makna bersifat mengarah atau menuju 

bagaimana konsep kedepan atau yang akan datang. 

Pendekatan futuristik ini digunakan untuk memahami 

pengaturan hukum yang seharusnya terhadap pembuatan akta 

pernyataan keputusan rapat Perseroan Terbatas berdasarkan 

risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dipalsukan 

penghadap. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
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Didalam suatu penelitian biasanya dibedakan antara bahan 

hukum yang diperoleh secara langsung pada masyarakat dan dari 

bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini menggunakan bahan 

hukum sekunder. Bahan penelitian terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer. 

 Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang 

mengikat, meliputi: 

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

b. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756. 

c. Undang-undang Nomor Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4432. 

d. Undang-undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491. 

 

 



30 
 

 
 

2) Bahan Hukum Sekunder. 

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang 

erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat 

membantu menganalisis dan memahami bahan hukum 

primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku 

mengenai Perseroan Terbatas, akta autentik, perubahan 

anggaran dasar, tanggungjawab hukum Notaris, pendapat 

para sarjana, jurnal-jurnal ilmu hukum, artikel dan internet. 

3) Bahan Hukum tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang 

merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum 

sekunder, meliputi: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) dan Ensiklopedia. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Digunakannya penelitian yuridis normatif pada penulisan 

tesis ini, maka penulis menginvetarisasi bahan hukum. Untuk 

menginventarisasi bahan hukum dalam penulisan tesis ini 

digunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk 

mendapat bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang 

berhubungan rumusan permasalahan yang dibahas. 

 

 



31 
 

 
 

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum  

 Pengelolaan bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian bersifat deskriptif analitis 

agar mudah dipahami. Kegiatan pengolahan bahan hukum 

meliputi pemilihan bahan hukum dengan cara memeriksa bahan 

hukum yang diperoleh mengenai kelengkapan, klasifikasi, dan 

mengelompokkannya. 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan 

yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah 

dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk 

sesuatu yang sifatnya khusus.47 

 

 

  

 
47 Sudarmayanti & syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, CV. 

Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm. 23. 
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